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PENGASIT.IEI\TTA TESLEAI}AP FIQE f'I INDONESIA

A. Gaya Kepemimpinan Derasa Ini

Selanjutnya disebutkan beberapa model atau gaya

kepemimpi nan l-ang ada dewasa ini , yai tu :

1 . Gaya otokrat ik atau dikt atorial , yai tu apabi Ia

dalam kepemimpinannya menunjukkan sikap ego yang

tinsgi. sehingga menganggap orang lain sebagai

bawahannya.

2. Gaya miiiteristik, yaitu kepemimpinan dengan sistem

komando cii daiam menggerakkan bawahannya.

3. Gaya paternai i st ik, yai tu suatu sistem kepemimpinan

yang kurang memberikan keper cayaan pada bawahan

untuk mengambi 1 keputusan melalui mekani sme

pende l egas i. an wewenang .

4. Ga1,-a kharismatik. yaitu suatu gaya kepemimpinan

yang dirni i i ki seseorang yang punya wibawa dan

memiliki cia]'a tarik yang amat besar. sehingga

den-ean mudah dapat di terima ol eh pengi kutnya yang

besar.

5. Gaya laissez faire, yaitu modei kepemimpinan yang
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5. Memberikan peringatan.

6. Membert petunjuk.

7. Musyawarah

8. Kebebasan berpendapat ( Syaifuddin,

t62 ).
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B- NU dan Fiqh Easil }luktamar

Ada beberapa masalah yant perlu ki ta ketahui

tentang liqh -v*ang dicetuskan oleh NU melalui mukt anar

muktamarnya j.'a.,g ada kai tannya dengan pol i t ik atau

dengan kata lain ada faktor faktor eksternal yang

bernuansa politik. antara lain :

1 . Pada tahun 1 935, tepatnya 9 Juni 1 935 atau lg

Rabi'u1 Awal 1355 H ( klasyhuri, lg97 : l3O ) NU

mengadakan muktamar yang ke i 1 di Banj armas in.
Daiam muktamar i tu NU mernbuat keputusan dalam

kai tann_va dengan pe-n'rbelaan neger-i dari ancaman

qusuh bahra fndonesia adalah negeri mus 1 im

) , Pacia waktu i tu kenyataannya Indones i a

dikuasai cleh Peniajah Belanda, namun tidak

mengha 1 ang i NU membuat keputusan i tu. Karena

kenl'ataan n3].o:^itas penduCuknya ber-ag^pa Islan dan

umat Islam bebas menjalankan syari,at agama.

Keputusan ini cliambi 1 dengan pertimbangan adalah
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waj ib membela negeri yant mayori tas penduduknya

muslim dari ancaman musuh ( Haidar, lgg4 : 320 ).
Da l am AUKArt{LtL FLIeAHA , disebutkan bahwa

sesungguhnya negara kita rndonesia dinamakan negara
Islarn' Karena telah pernah dikuasai sepenuhnya

oleh orang Is1am. l{alaupun pernah direbut oleh kaum

penjajah kafir, tapi nama negara Islam tetap
selamanya ( ,\fasyhuri, 1997 z L3g ). Keterangan
selarrjutnya di terangkan dalam ki tab BUGHLATUL

MUSYTARSYIDIIi bab hudnah :

| / o,/-'>

VL;!'.r qrJ L**rJ .r ?q"j,t,* tl r(\)'+:, ; y i
,L-;(j vul,JJ '; g'xlt/-/r ;-L;; ^,'*){,t'.;.?

,)) , : ' i : t/.. lll' /. o )

l. i', le t (*r.tS',;,1)", iipi Lt! ytb \ u) i
gt1, .>{\ yu3*;; ; i ;} :,L;;, *r; u: y;,,_ ):

-+ C,-t - q& +Irb(7v *r) 3'i ; sC -S)Y;j
( Ba A1wi, TT. : 254 ).
Kaidah fiqh yang dipakai sebagai dasar

pemikiran NLi untuk menyikapi ge jaTa gejala sosial
po1 i t ik di atas adalah :

/.
l2//'zi '^ r. l\

a. Kaidah

Artinya

,) s2'-, t ,.n)

dF (_\-}! -'r|':.t/ )r/.r/\1,
Y AY *--t.,r;, V L
nungkin diwujud-
boleh ditin-<gal-

f iqh :

: "Kewaj iban yang tidak
kan secara utuh tidak
kan selamanya. "



Kaidah f

Ar t i n1,a

Kaidah f

Ar t i n1'a

iqh :

: "Menolak
dar i pada
J,ang j us
besar. "

L\A, *' L'"fr, \n ei,',,; ;
kerusakan harus didahulukan
melaksanakan kemaslahatan

tru nengandung res iko I ebih

i qh,'r$;1 +$ r\W,i; rV d, n,G,;t
: "Apabi1a terjadi kenungkinan kompjika-

sr bahaya. maka dipertinbangkan bahayayang lebih besar dengan melaksanakan
yang pal ing keci,7 res ikonya,, ( Haidar,
1994 : 321 322 ).

2. Dalam nruktamar ke 2 di Surabaya pada tanggal 9

Oktober 1927 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabi,ul
Tsani 1346 H ( lllasvhuri. 1997 : 20 ) NU memutuskan

hukum memakai dasi, celana panjang, dan topi.
Keputusannya menyebutkan bahwa apabira memakainya

i tu s enga j a meni ru orang kaf i r untuk turut
menyemarakkan kekali.rannya, maka hukumnya itu
kaf ir. Apabi ia senga ja turut meyemarakkan hari ra-va

dengan tidak rnengingat kekafir-annya, maka hukurnnya

tidak kafir, tapi berdosa. Apabila tidak sengaja

meniru sama sekal i, tapi hanya sekedara berpakaian

demikian. maka hukumnya t idak terlarang cuma

makruh. Sebagaimana dijelaskan dalam FATA\\IL KL\BRA

d^n BLiGHt'ATL:L lILiSTARSYIDM hat 249.
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Keputusan tersebut memang bagus dan sesuai

dengan tuntutan zaman pada waktu itu. Karena saat

itu masih bercokolnya Koionial Beianda dan

fndone s i a pada saat itu masih dalam belenggu

penj aj ahan. Ol eh karena i tu da1 am rangka

menumbuhk embanskan s emanga t patriotisme dan

nasionalisme l'ang anti penjajah, maka diambillah

keputusan yang bernuansa semangat juang untuk tidak

sama dengan peniajah yanE kafir itu. Berhubung

penjajah Koloniai Belanda pada waktu itu berpakaian

dengan dasi dan celana panjang, maka siapa saja
yang rneniru nereka berar.ti termasuk golongan mereka

pu1a. Hal ini bi sa di sandarkan pada hadi ts Ibnu

Umar r.a :

lr t\ou€r: ,,.;, ,;.2 /,^:ri f A_^5 ;" V#r,Js--, Jf,
Artinya : "Rasulul lah SAly bersabda, "Barang siapa

:'ang menyerupai sesuatu kaun, maka ia
ternasuk golongan nereka" ( i ihat Subu-
1us Saiam, ha1 175 iuz 4 ).

Kemudi an pada muktamar di S i tubondo th. I 984 NU

I
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memutuskan untuk ,n".-:*11I_1 
-P31ca_sila sebagai azas

tunggal. Hai ini disebabkan oleh dua ha1. pertama 
,

karena 
" 

i i-1i _- *1i 1? i--,"_1"* qQq !3lan Pancas i i a i tu

dianggap baik dan t j._Cak' bertent.angan dengan ni iai

. Bahkan menurut KH. Ahmad Siddiq bahwa

penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal semata

mata karena motivasi agama. Kedua, karela fungsi

misaq, ke s epakat an antara umat Islam dengan

golongan lain untuk mendirikan negara di fndonesia

ini. ( Haidar, 1994 : 290 ) .

Adapun da1i1 - da1i1 yang dipakai di dalam

menerima Pancas i 1a sebaga i azas tunggal dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara adalah :

1. Berdasarkan kaidah fiqh bahwa apa yang tidak

dapat dicapai seluruhnya, elemen yang sudah

dicapai tidak ditinggaikan. Memang keinginan

r:ntuk menjadikan Islam sebagat azas negara. akan

kesul i tan dan bahkan bi sa jadi bumerang bagi

dirin-v*a sendiri dan umat Is1am.

2. kaidah f i nh bahwa rnengh i ndarkan bahay-a

atau diutamakan daripada

tetapi untuk mencapai

memungk inkan atau pa 1 ing

didahuiukan

i tu mas ih belum

tidak mengalami

melaksanakan ( kewajiban ) yang baik

iJu adaiah sebagai mu'ahhadah atau
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Kaidah fiqh bahwa memilih bahaya yang lebih

ringan daripada yang 1 ebih besar res ikonya,

dalam hai ini bila terjadi dua ha1 yang sama

sama berbahaya.

4. Kaidah ushul f iqh bahwa j ika suatu kewaj iban

tidak bisa dicapai dengan sempurna kecuali

dengan syarat tertentu, maka syari ,at i tupun

menjadi wajib. Menurut A1 Ghazaly, telah menjadi

kewaj iban bagi setiap musl im untuk mewujudkan

tertib agama dalam arti agana bisa diwujudkan

secara nyata daiam kehidupan manusia. Untuk

mencapai i tu semua t idak mungkin di iaksanakan

tanpa tertib sosial. Maka tertib sosial
merupakan persyaratan bagi terwujudnya tertib
aEama.

G l:',\L4i>g'l' 1U;
Dengan demikian, j ika tertib agama merupakan

suatu kewaj iban. maka tertib sosial i tupun

menjadi wajib ( Haidar, 1884 : 295 296 ).
Derni k i an I ah beberapa contoh permasa 1 ahan yang

telah diambi i oi eh NU dalam menyikapi berbagai
persoalan melalui muktamar mukt amar ataupun

bahtsul masai i Ji a.g dirasa oieh nuansa nuansa

politisn-va. Dan tentuny-a masih banyak masalah
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masalah -v-ang perlu ki ta ka j i sehubungan dengan
adanya tuntutan dan perkembangan zaman. Sebab

sebagaimana kita mafhum bersama bahwasannya hukum

i tu se1a1u berubah sesuai dentan perubahan dan

perkembangan zaman dan tempat.

c- Huhammadivah dan Fiqh produksi Haj I is Tarj ih
Dalam perjaiannya yang begitu panjang

Muhammadil'ah tampaknya t idak bi sa terhindar dan
terlepas dari pergumulan zaman. Tantangan yang

dihadapi organisasi ini tampaknya semakin hari semakin
pe1 ik seirama dan sesuai dengan tingkat poia pikir,
dinamika dan ga]*a hidup masyarakat industri. Tuntutan
masyarakat agrari s sangat berbeda dari tuntutan
masyarakat industri. Lebih lebih lasi pada
masyarakat inciustri tingkat 1an jut. problema

ps ikologi s masy-arakat industri sangat berbeda dari
masyarakat agraris ( Abduilah, 1997 : Sd ).

Dengan demikian, maka kebi jakan kebi jakan
hukum ]'ang diarnbil oreh ivluhammaciiyah melaiui majlis
tarjihnl-a senantiasa bertorak crari perkembangan zaman

yang se1a1u berubah. Di samping itu juga karena memang

keberadaan \{uhammad i -v*ah s ebaga i gerakan pembaruan

dalam islam. maka wajar bila keputusan keputusan
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itu juga seiring dengan perubahan waktu dan tempat.
Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

.\, '.(: , //o,/ \, )- z z , o z , ))- .-.ju 
")) 

ty ;.2\(-^J t;,;4^L1_t 'r*j,
Art inya : "kebi jakan hukum i tu bisa saja berubahsesuai dengan si tuasi dan kondisi dimanahukun itu diberlakukan.,,

Kita tahu bahwa gerakan pembaharuan

tidak harus selalu bermakna merubah

hukum baru. melainkan cara pandang

yang diperbaharui.

dalam Muhammadivah

hukum lama dengan

dan pemahaman kita

Sernen tara i tu menurut pengamatan penul i s apa
yang telah diputuskan oleh h{uhammadiyah melalui maj I is
tarjihnva tentang hukum - hukum Islam ( baca : fiqh )

tidak ada yang secara jeias bermuatan politik. Kecuali
tentang larangan memajang foto KH. Ahmad Dahlan
Pendiri llluhammadiyah yang kemudian larangan i tu
dicabut kembal i setelah muktamar tarj ih tahun rg68
( Basyir. 1996 : 279 ). Akan tetapi motif dari
pelar angan i tu l ebih tertekan pada tujuan u,tuk
mencegah kemungkinan ciatangnya bahaya kemusyrikan.
walaupun sebenarn},'a HH. Ahmad Dahlan termasuk salah
satu tokoh pahra*an nasionai yang seiayaknya bahkan
seharusnya fotonl'a dipampang agar dikenal oleh
masyarakat 1uas.




